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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI
TANPA BATAS WAKTU
(Studi di Desa Girikarto kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur)

Oleh:
Lusiana

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan
oleh masyarakat desa salah satunya adalah transaksi gadai
(rahin). Menurut ulama syari’iyah rahn adalah menjadikan suatu
benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran
ketika berhalangan dalam membayar hutang. Transaksi gadai
yang terjadi di desa ini biasanya bersifat tradisional yaitu dengan
tanpa adanya bukti secara otentik bahwa telah terjadi suatu akad
diantaranya kedua belah pihak. Pada transaksi gadai yang
dilakukan masyarakat Desa Girikarto pada umumnya tidak
terdapat batasan waktu sehingga murtahin dapat melakukan
pengambilan manfaat atas benda yang dijaminkan oleh rahin
secara penuh dengan waktu yang tidak ditentukan. Hal ini
tentunya menyebabkan rahin mengalami lebih banyak dampak
negatif atas transaksi tersebut karena mengakibatkan rahin tidak
memiliki sumber penghasilan karena penghasilan utama warga
Desa Girikarto adalah dengan bertani.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana praktik gadai tanpa batas waktu pada masyarakat
Desa Girikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan
bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik gadai tanpa
batas waktu di Desa Girikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung
Timur. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
praktek gadai tanpa batas waktu terhadap masyarakat di Desa
Girikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan untuk
mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek
gadai tanpa batas waktu di Desa Girikarto Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur.



Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field
reserch) yang dilakukan di Desa Girikarto Kecamatan
Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Untuk mendapatkan
data yang valid digunakan beberapa metode data, yaitu
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam
penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder.
Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode
kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa
pelaksanaan gadai tanpa batas waktu yang dilakukan di
masyarakat desa Girikarto dalam perjanjian yang dilakukan
kedua belah pihak tidak secara tertulis, waktu pengembalian
uang tidak ditentukan. Jadi, pengembalian uang pinjaman
terserah kepada pihak yang meminjamkan kapan ia mampu
untuk membayarnya. Adapun gadai tanpa batas waktu yang
dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam,
karena syarat pemanfaatan barang jaminan yang tidak sesuai
dengan ketentuan hukum islam yang telah dikemukakan oleh
ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabillah.
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu”amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan  persaksian. Dan  barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (Q.S. Al-Bagarah: 283)"

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:
Diponegoro, 2010), h. 49
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran
yang jelas guna memahami judul ini, maka perlu adanya
penguraian terlebih dahulu arti makna dari judul yang akan
dibahas. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan
terjadi kesalah pahaman dalam pemaknaan judul dari beberapa
istilah yang digunakan.

Adapun judul ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG GADAI TANPA BATAS WAKTU (Studi di Desa
Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung
Timur)”. Untuk itu perlu diuraikan istilah-istilah dalam judul
tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil peninjauan, pandangan, pendapat.*

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan
wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku
manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan
mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.? Maksud
dari hukum Islam disini adalah hukum bisnis syariah (figih
mu’amalah).

3. Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai
harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang,
sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang
atau ia bisa mengambil sebagaian (manfaat) barang itu.®

4. Tanpa batas waktu. Batas waktu adalah ketentuan yang tidak
boleh dilampaui.* Sedangkan tanpa batas waktu adalah tanpa
adanya ketentuan yang tidak boleh dilampaui.

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), h.146.

Z Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), h. 42.

® Sayyid Sabig, Fikih Sunnah (Bandung: Al-ma’arif, 1997), h.139.

* Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., h.146.



B. Alasan Memilih Judul
Alasan pemilihan judul penelitian ini dengan alasan
sebagai berikut:

1. Alasan Obijektif, pada akad gadai harus ada batas waktu
tetapi dalam prakteknya gadai yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Girikarto tidak ada batas waktu.

2. Alasan Subjektif, Karena judul tersebut sesuai dengan
disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Mu’amalah
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna
yang telah mengatur kaidah-kaidah kehidupan manusia dalam
segala hal baik dalam ibadah maupun mu’amalah. Muamalah
adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur
hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan
cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.’

Menurut kodratnya manusia adalah mahluk yang selalu
hidup bersama dan membutuhkan manusia lainnya, dalam
bentuk yang konkret manusia bergaul, berinteraksi dan
berkomunikasi dengan manusia lainnya.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing untuk
saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan untuk saling
tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan
kepentingan kehidupan sehari-hari baik dengan jalan jual beli,
sewa-menyewa, gadai maupun yang lainya untuk kemaslahatan
bersama. Allah mengajarkan manusia untuk saling tolong
menolong dalam kebaikan sebagaimana terdapat dalam surah
Al- Maidah ayat 2 yang berbun;ﬂ :

® Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), h. 2.



Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)°

Kepentingan manusia sangatlah banyak dan beragam,
kepentingan itu dapat dipenuhi secara individu maupun secara
secara bersama-sama terutama untuk mencapai tujuan tertentu,
hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki tujuan yang
sama.

Adapun salah satu kegiatan bermuamalah yang sering
dilakukan oleh masyarakat adalah gadai. Gadai menurut bahasa
arab diistilahkan dengan Rahn. Menurut pengertian hukum
Islam gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak
sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang
tersebut.” Dasar diperboehkanya gadai adalah surah Al-Bagarah
ayat 283 gang berbunyi:
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Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan
bermu‘amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada
barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang.
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:
Diponegoro, 2010), h.106.

" Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum
Keluarga dan Bisnis (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden
Intan Lampung, 2015), h. 213.



lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu

(parasaksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang

siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
mengsetahui apa yang kamu kerjakan. ” (Q.S Al-Bagarah:

283).

Desa Girikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur
merupakan sebuah desa dengan mayoritas penduduknya bermata
pencarian dengan bertani dan buruh tani, seperti yang di ketahui
bahwa hasil pertanian padi dapat dipanen setelah tiga hingga
empat bulan penanaman. Pendapatan masyarakat yang harus
menunggu selama tiga sampai  empat bulan ini yang
menyebabkan masyarakat melakukan akad gadai apabila mereka
menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak.’

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat
tentunya harus dilihat dari hukum Islam. Konsep hukum antara
hukum Islam berbeda dengan hukum lainya. Hukum dalam
Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan
manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan
manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam
masyarakat serta alam sekitarnya. '

Pada umumnya di Pedesaan banyak transaksi yang perlu
di tinjau mengenai kebolehannya menurut hukum Islam karena
terkadang banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan garis
yang telah di tetapkan oleh Islam. Survei di lapangan bahwa
akad yang digunakan oleh masyarakat masih menggunakan cara
tradisonal, yaitu tidak adanya pencatatan yang sah seperti surat

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., h.
49,

° Wawancara dengan lbu. Martini, tanggal 3 September 2016, PkI.
15.00 WIB.

10 Muhammad Daud Ali, hukum Islam, (Jakarta : Rajawali Pers,
2014), h.43.



perjanjian, juga tidak adanya batasan waktu yang jelas pada
akad gadai yang mereka lakukan.**

Salah satu contoh praktek gadai tanpa batas waktu dalam
masyarakat Desa Girikarto adalah akad yang dilakukan oleh
bapak Jaitun (rahin) dan bapak Dariat (murtahin) yang
melakukan akad gadai pada sawah seluas ¥ hektar yang
dilakukan pada tahun 2013. Pada akad ini pihak rahin cukup
menawarkan pada pihak murtahin apakah pihak murtahin
bersedia melakukan akad gadai dengannya, apabila pihak
murtahin setuju maka pihak rahin cukup mengatakan “saya
serahkan sawah seluas % hektar padamu sebagai barang jaminan
atas gadai yang kita lakukan”. Pihak murtahin cukup menjawab
“saya berikan uang Rp. 30.000.000 padamu sebagai gadai
dengan jaminan sawah seluas ' hektar”."® Pada akad yang
mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara
lisan dan sudah jelas tidak menyebutkan kapan batasan waktu
penebusan barang gadai. Penebusan barang gadai secara
otomatis dapat dilakukan apabila pihak rahin telah memiliki
uang untuk menebusnya. Akad di atas telah berlangsung selama
3 tahun vyaitu dari tahun 2013 hingga 2016 dan sawah yang
digadaikan seluas ¥ hektar belum juga ditebus oleh pihak rahin
hingga saat ini.

Dengan demikian apa yang terjadi di bidang akad
mu’amalah khususnya pada penggadaian lahan pertanian yang
telah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto,
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang
sebagian besar gadai lahan pertanian tersebut dilakukan tanpa
adanya batas waktu sehingga hal ini dapat merugikan salah satu
pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu
dilakukan penelitian, judul penelitian ini “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa
Girikarto Kecamatan Sekampung Lampung Timur)”

1 Wawancara dengan Bapak. Waturi, tanggal 2 September 2016,
Pkl. 15.30 WIB.

12 Wawancara dengan Bapak. Jaitun, tanggal 21 September 2016,
Pkl. 14.00 WIB.



D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai tanpa batas waktu pada
masyarakat Desa Girikarto Kec. Sekampung Kab.
Lampung Timur?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik gadai
tanpa batas waktu di Desa Girikarto Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui praktek gadai tanpa batas waktu
terhadap masyarakat.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap praktek gadai tanpa batas waktu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan pemahaman mengenai akad gadai yang
sesuai dengan hukum Dbisnis syari’ah (figih
mu’amalah).

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai
suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh
gelar S.H. pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) vyaitu suatu
penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang
sebenarnya.’* Mengingat penelitian ini adalah jenis
penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data
dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari
lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan

3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jogjakarta : Fakultas
Psikologi UGM, 1994), h.142.



langsung mengamati dan meneliti tentang gadai tanpa
batas waktu pada masyarakat Desa Girikarto.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan
penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai
pendukung dalam melakukan penelitian dengan
menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan
masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, tujuan dari
penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.**
Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang
bagaimana praktik gadai tanpa batas waktu yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto ditinjau dari
Hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah

sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui
pihak pertama (biasanya dapat melalui angket,
wawancara, jajak pendapat, dan lain-lain). Data
primer yang didapat pada penelitian ini adalah
dengan mewawancarai pihak rahn dan murtahin
secara langsung.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan
melalui pihak kedua (biasanya diperoleh melalui
badan/instansi  yang bergerak dalam  proses
pengumpulan data, baik oleh instasi pemerintah
maupun swasta, misalnya: badan pusat statistik).'®
Data bisa diperoleh melalui kantor kelurahan Desa

4 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Raja
Grafindo, 2013), h.75.

> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian
(Bandung: Mandar Maju, 2001), h.73.



Girikarto mengenai letak wilayah, luas wilayah dan
keadaan sosial penduduk Desa Girikarto yang
melakukan akad gadai tanpa batas waktu.
4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini

digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi
Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan
untuk mengumpulkan data penelitian dengan
pengamatan.’® Observasi yang dilakukan pada
penelitian ini adalah dengan mengamati para pihak
yang melakukan akad gadai tanpa batas waktu.

b. Wawancara
Wawancara adalah cara yang digunakan untuk
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai
tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-
macam, antara lain untuk diagnose dan treatmen
seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan
dokter, atau untuk keperluan untuk mendapat berita
seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk
melakiukan penelitian dan lain-lain."’
Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar
pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang
pernah atau sedang terikat dalam akad Gadai Tanpa
Batas Waktu.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal
atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.*®
Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan
mengenai letak wilayah, luas wilayah, keadaan sosial

" Ibid., h.74.

17 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), h. 95.

8 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian
(Jakarta; Bumi Aksara, 2008), h.85.



masyarakat dan jumlah penduduk di Desa Girikarto
Kec.Sekampung Kab. Lampung Timur.

5. Populasi

a. Populasi adalah Kkeseluruhan subjek penelitian.

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang
ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitianya
merupakan penelitian populasi. Studi penelitianya
juga disebut studi populasi atau sensus.’® Pada
penelitian di lapangan ditemukan populasi sebanyak
8 orang yang melakukan akad gadai tanpa batas
waktu.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu
tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanpa batas waktu
yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya
adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui
praktek dan pelaksanaan akad gadai tanpa batas waktu
pada masyarakat Desa Girikarto.

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah
metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analisa
dengan cara bermula dari data bersifat umum tersebut,
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.?
Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan
dalam berbagai hal yang berkenaan dengan praktik gadai
tanpa batas waktu serta pandangan hukum Islam tentang
gadai tanpa batas waktu.

19 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), h.102.
20 sutrisno Hadi, Op. Cit., h. 42.
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A. Pengertian Gadai

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang
gadai, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa
pengertian gadai. Gadai menurut etimologi (bahasa) berarti
al — rahn dan al — tsubu dan al — habs yaitu penetapan dan
penahanan.

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan
atau penguat kepercayaan dalam piutang.

Gadai dalam undang-undang KUH perdata pasal 1150
adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang
atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berutang atau oleh seorang lainya atas namanya, dan
yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil peluasan dari barang tersebut secara didahulukan
dari pada orang-orang berpiutang lainya, dengan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkanya setelah barang itu
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.?

Ar-rahn menurut Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank
Syari’ah dari teori ke Praktik adalah menahan salah satu
harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman
yangg diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki
nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali
seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat
dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan hutang atau gadai.*

! Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), h. 105.

2 Sulaiman Rasjid, Figih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
2014), h. 309.

® R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 297.

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.



12

Ulama figih berbeda pendapat dalam mendefinisikan

rahn yaitu sebagai berikut:
1. Ulama Malikiyah

Rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya
sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Menurut
ulama Hanafiyah rahn adalah menjadikan sesuatu
(barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin
sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya
maupun sebagianya. Dan ulama syafi’iyah dan
Hanabilah adalah menjadikan materi (barang) sebagai
jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang
apabila orang yang berutang tidak bisa membayar
utangnya itu.’

. Menurut Ulama Syafi’iyah

Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika
berhalangan dalam membayar utang.®
Menurut ulama Hanafiyah

Rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai
jaminan utang terhadap hak (piutang) yang mungkin
dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik
seluruhnya maupun sebagian.

Menurut ulama Hanabilah

Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai
pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang
berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada
pemberi pinjaman.

Adapun dalam pengertian syara’ berarti
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut
pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang

® Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam

Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

233.

® Nasroen Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,

2007), h. 252.

"Ibid., h. 252.
® Rachmat syafei, OP. Cit., h. 160.
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yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa
mengambil sebagian (manfaat) barang itu.’

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa gadai adalah bentuk akad muamalah yang di
dalamnya terdapat paling sedikit 2 orang, dimana dalam
akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai
ekonomis menjadi jaminan hutang, dan jika orang yang
berhutang tidak dapat melunasi hutangnya maka barang
yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk
melunasi hutangnya.

B. Dasar Hukum Gadai
Dasar hukum tentang gadai terdapat pada Al-Qur’an
dah Hadist sebagai berikut:
1. Al-Qur’an adalah surah Al- Bagarah 282

7 J,;T 31 Qw fw\,u \31 132;:\; ~ ,i,\iT L@,t_,

€. -

Cot i i Y ,’;:,m&.Jw,J\wd.m
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah  seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi

® Sayyid Sabig, Fikih Sunnah (Bandung: Al-ma’arif, 1997), h. 105.
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Sediki?un daripada hutangnya.” (Q.S. Al-Bagarah
282).!

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-
Mishbah,*menafsirkan ayat 282 ini, yaitu ayat ini
dimulai dengan seruan Allah Swt, “Hai orang-orang
yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah
kamu menulisnya”. Perintah ayat ini ditunjukan kepada
orang-orang yang beriman. Tetapi yangg dimaksud
adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang,
bahkan lebih khusus adalah yang berutang, agar yang
memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan
transaksi itu. Karena menulisnya adalah perintah atau
tuntutan yang dianjurkan, walau yang memberi piutang
tidak memintanya.

Penggalan ayat-ayat ini mengandung banyak
pernyataan, yaitu antara lain pernyataan untuk waktu
yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa
ketika berutang masa pelunasanya harus ditentukan,
tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang
seharusnya sudah harus tergambar dalam benak
pengutang bagaimana serta dari sumber mana
pembayaran diandalkan. Selanjutnya Allah menegaskan:
“Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menulisnya dengan adil, yakni dengan benar”tidak
menyalahi ketentuan dari Allah dan perundang yang
berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya kepada para penulis diingatkan agar
“janganlah enggan menulisnya” sebagai tanda syukur
sebab “Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia
menulis”. Penggalan ayat ini meletakan tanggung jawab
di ataspundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang

1% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:
Diponegoro, 2010), h. 48.

" M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan
Keserasian Al-Quran (Jakarta: lentera Hati, 2002), h. 122.
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yang nmemiliki kemampuan untuk melaksanakan
sesuatu sesuai dengan kemampuanya.

Setelah menjelaskan tentang penulisan, uraian
berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam
tulis menulis maupun selainya, “dan persaksikanlah dua
orang lelaki diantara kamu”. Saksi yang dimaksud dalam
ayat ini adalah benar-benar yang wajar serta telah
berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Atau
“kalau tidak ada”, menurut Quraish Shihab, yakni “kalau
bukan dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki
dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu sukai”,
yakni yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan
transaksi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa
kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu
lelaki dan dua orang perempuan? Ayat ini menjelaskan
bahwa hal tersebut supaya jika salah seorang dari
perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang
menjadi  saksi bersamanya, mengingatkanya, hal ini
gerdasarkan surat Al-Bagarahayat 283:

8

PR\ S | PR PRI
wa;&f@g‘ﬁv\evvjﬁfwl}ﬁﬂfdb

;///T’ . f;T .‘T “IaT(Zae A T’, ‘
- ~

-8 2 . C:/ ST e s 2o //éﬂg/ Cl 7.3
LG-@’UA) OJ.‘..@..&J‘ ‘)ag.'li) Y‘j SLE) a0l 9

. ¥ (T }/9: - }ﬁ“’/é}}q: 8 ou .-}f 7
@& Q).Lq.’u LA../J M‘j ;4.1.13 ﬁ‘; ;4.:5[.9

Artinya:  “Jika kamu dalam  perjalanan  (dan
bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan vyang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
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janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”(Q.S Al-Bagarah 283).%

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat di atas
hanya ingin menunjukan sebuah bentuk jaminan yang
mudah bagi yang berhutang ketika dalam kondisi tidak
menemukan juru tulis yang menuliskan hutang atau
transaksi yang dilakukan secara tunai.

Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau
menggadaikanyapun tidak harus dilakukan, karena itu
“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya’” utang ataupun yang diterima.™®
Hadist

Dibolehkanya ar-rahn selain terdapat di dalam
Al-Quran juga dapat didasarkan pada sunnah yang
berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkanya
ar-rahn dalam Al-Quran.

Al ghad ) Jhu ) il ol Bl e (e
35 Uae (8 sy G Bla (560 (e plu g 4ile

H(?LNAM °\}J) GA:) ML’GJ

Artinya: “Dari Aisyar r.a, bahwa Rasulullah Saw pernah
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan
berhutang, sambil menggadaikan baju besinya kepada
yahudi itu”(H.R. Muslim)®

Menurut kesepakatan ulama Figih, peristiwa
Rasulullah Saw me-rahn-kan baju besinya itu adalah

12 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 49.
3 M Quraish Shihab, Op. Cit., h. 122.
4 Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, Sahih Muslim (Beirut:

Dar Al-Kotob Al-1Imiyah, 2003), h. 623.

> A. Razak dan Rais Lathief, Terj.Shahih Muslim Juz 2 Hadist ke-

966 (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), h. 269.
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kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan
sendiri oleh Rasulullah Saw.®
Dengan demikian jelaslah bahwa'’:

a) Diperbolehkanya gadai berdasarkan ketetapan di dalam
Al-Kitab.

b) Boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dan hal itu
bukan termasuk condong kepada mereka yang dilarang.
Ash-Shana’any berkata, “Sebagaimana yang sama-sama
diketahui dalam Agama, hal itu sebagai kebutuhan
mendesak. Rasulullah Saw dan para sahabat menetap di
Makkah selama tiga belas tahun dan mereka
bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Lalu beliau
menetap di Madinah selama sepuluh tahun, bersama para
shabat beliau bermu’amalah dengan ahli kitab dan juga
datang ke pasar-pasar mereka.”

c) Boleh bermuamalah dengan orang yang mayoritas
hartanya haram, selagi tidak diketahui bahwa objek
mu’amalahnya adalah haram. As-Shana’any berkata, “Di
sini terkandung dalil untuk tidak melihat bagaimana cara
bermuamalah  di  lingkungan  mereka.  Karena
sebagaimana yang diketahui, mereka menjual khamar
dan barang-barang yang diharamkan. Tetapi tidak
seharusnya kita mencari tahu mu’amalah mereka dan
bagaimana cara mereka mendapatkan uang. Tetapi kita
harus bermu’amalah dengan suatu mu’amalah bersama
orang yang ditanganya ada harta yang halal, sehingga
ada kejelasan kebalikanya, yang diantara misalnya
adalah kezaliman.

d) Dalam hadist ini tidak terkandung dalil pembolehan
menjual senjata kepada orang-orag kafir, karena baju
besi bukan termasuk senjata, dan gadai bukan termasuk
jual beli. Yang digadaikan Nabi Saw adalah baju besi,
yang dalam pertimbangan orang-orang yang dapat
dipercaya, barang itu tentu tetap akan dipelihara dan

16 Nasroen Haroen, Op. Cit., h. 253.
7" Mardani, Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), h. 140-141.
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f)

9)

dijaga, sehingga tidak ada kekhawatiran akan muncul
penghianatan. Sesungguhnya menolong orang-orang
kafir dan musuh dengan senjata adalah diharamkan dan
merupakan penghianatan.

Dalam hadist tersebut juga terkandung zuhud Nabi Saw,
karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Swt
sehingga beliau tidak membiarkan harta berada di dekat
beliau.

Terkandung penanaman gandum sebagai bahan
makanan, berbeda dengan orang yang hanya
membatasinya dengan sebutan al-hinthah. Seperti yang
disebutkan dalam beberapa jalur, bahwa beliau membeli
dua puluh atau tiga puluh sha’ gandum.

Terkandung pembolehan gadai ketika berada di tempat
tinggal. Sedangkan ayat di atas memberikan gambaran
yang umum Ketika tidak ada penulis dan saksi di tengah
perjalanan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama,
berbeda dengan pendapat dari Mujahid, Adh-Dhahhak
dan golongan Zahiriyah bahwa gada hanya khusus di
perjalanan dan tidak boleh dilakukan ketika menetap di
tempat tinggal, yang didasarkan pada pemahaman ayat
itu.

Pendapat Ulama

Para ulama telah sepakat bahwa gadai diperbolehkan.
Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan
hukumnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur
berpendapat: Disyari’atkan pada waktu bepergian dan
tidak bepergian, berargumentasi pada perbuatan
Rasulullah saw. Terhadap orang yahudi di Madinah.
Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan pada
ayat di atas, itu melihat kebiasaanya. Dimana pada
umumnya rahn dilakukan pada saat bepergian.®Para
ulama sepakat hawa rahn diperbolehkan, tetapi tidak

18 sayyid Sabiqg, Op. Cit., h. 152.
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diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua
belah pihak tidak saling mempercayai.*®
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional
Gadai di Indonesia telah diatur dalam tinjaun
hukum Islam melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002

tentangg rahn.”

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun (barang) sampai semua hutang
rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.
Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan
oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak
mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya itu
sekedar pengganti biaya pemeliharaan  dan
perawatan.

c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada
dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat
dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban
rahin.

d. Besar bhiaya dan pemeliharaan dan penyimpanan
marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah
pijnaman.

e. Penjualan marhun:

1) Apabila jatuh tempo, murtahin memperingatkan
rahin untuk segera melunasi utangnya.

2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi
hutangnya, maka marhun dijual paksa /
dieksekusi melalui lelang syariah.

3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk
melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan

9 Rachmat Syafei, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia,
2001), h. 161.

% Fatwa Keuangan Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta:
Erlangga, 2014), h. 738-739.
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penyimpanan yang belum terbayar serta biaya
pelunasan.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin
dan kekuranganya menjadi kewajiban rahin.
Dalam Islam memang tidak terdapat masalah batasan
waktu yang jelas mengenai gadai namun terdapat ajuran
Allah dan anjuran Nabi Muhammad mengenai masalah
waktu apabila Kita bertransaksi tidak secara tunai atau
berhutang.

. Al-Qur’an

Allah menganjurkan jika orang yang berhutang
belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah
tangguhan sampai dia berkelapangan (sanggup
membayar hutangnya). Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an
Surat Al- Baqarah 280:

LR AC

‘)34@ Q‘) ojw.u J‘ ojja.d oJ«M.C )J \_)K QJ

}J I

Artinya: Dan jlka (orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.”

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-
Mishbah,?* menafsirkan ayat tersebut yaitu apabila ada
seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan
terjerumus  dalam  kesulitan apabila  membayar
hutangnya, tangguhkan penagihan sampai dia lapang.
Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit,
apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang
amat dia butuhkan.

Yang menangguhkan itu pinjamanya dinilai
sebagai gard hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap

2! Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 47.
22 M Quraish Shihab, Op. Cit., h.727-728.
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detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak
menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran
sehingga berlipat ganda ganjaran itu.

27 787 Fo iz L5 G740 78 ;\T‘ 7 @
;MW Lajﬁ Py UP S Ls/‘b g
‘

S gt I PR
Artinya: siapakah yang meminjamkan kepada Allah
gardh hasan (pinjaman ytang baik) maka Allah akan
melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan
dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S. Al-
Hadid: 11).%
Allah melipat gandakan karena, ketika itu yang
meminjamkan mengharap pinjamanya kembali, tetapi
tertunda dan diterimanya penundaan itu dengan sabar
dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah yang sejak
semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya.
Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang
dianugerahi ganjaraan setiap setiap saat oleh Allah
sehingga pinjaman itu berlipat ganda
Yang lebih bailk dari meminjamkan adalah
menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau
demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut
lebih bai, bergegaslah meringankan yang berhutang atau
membebaskanya dari hutang.

Hadist
Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas r.a.

sagle Al JLa (il 2 B U8 L lie o) e
LIy WA 8 0y g8l ah Ty 45 ) alus

2 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 539.



22

A UL 8 3 G | 5 U G,
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Artinya: “Dari Bin Abbas r.a. katanya: ‘“waktu
Rasulullah Saw tiba hijrah di kota Madinah, banyak
orang yang biasa menghutangkan kurma dengan janji
setahun atau dua tahun. Berkata beliau: “barang siapa
menghutangkan kurma, hendaklah jelas takaran dan
masa pembayaranya.” (H.R. Muslim)®

C. Akad Gadai

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri
dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya
komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad
menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni
sesuatu yag diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau
bagi orang lain dengan kata harus.?®

Dalam istilah figih, secara umum akad berarti suatu yang
menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang
muncur dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah
maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa,
gadai dan wakalah. Secara khusus akad berarti keterkaitan
antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan
kepemilikan) dan  gabul  (pernyataan  penerimaan
kepemilikan) dalam lingkungan yang disyariatkan dan
berpengaruh dalam sesuatu.?’

Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa
sah dengan dipenuhi tiga syarat 1) harus berupa barang
karena hutang tidak dapat digadaikan. 2) ketetapan
kepemilikan penggadaian atas barang yang menggadaikan
tidak terhalang seperti mushhaf . 3) barang yang digadaikan

2* lmam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj., Op. Cit., h. 624.

# A Razak dan Rais Lathief., Op. Cit., h. 270.

Abdullah AL-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi
Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haqg, 2008), h. 26.

2T Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2015), h. 35.
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bisa dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang
gadai.”®

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam
akad rahn, diantaranya sebagai berikut:*®
1. Akad rahn adalah akad tabarru’

Gadai merupakan salah satu akad tabarru’
(kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh
murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain.
Akad-akad tabarru” dalam konsep figih muamalah
meliputi akad hibah, ji’alah (pinjam-meminjam), wadiah,
gard, dan rahn. Sebagai akad tabarru’ maka akad
tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila
barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak
penerima gadai.

2. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas fugaha berpendapat bahwa rahin
berkaitan ~ dengan keseluruhan hak barang yang
digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang
menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia
melunasi sebagianya, maka keseluruhan barag gadai
tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang
menggadaikan itu melunasi hutangnya. Alasanya, bahwa
barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh
karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak
tersebut.

3. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan
mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya
barang gadai ditanggung olehpenerima gadai. Alasanya
adalah barang gadai itu merupakan jamian utang
sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban
melunasi hutang menjadi musnah juga.

% |bnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid (Semarang: Asy
Syifa, 1995), h. 305.

#7ainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h. 27.
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4. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo
adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian
hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari
suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang
tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, barang
gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara
mewakilkan penjualanya kepada orang yang adil dan
terpercaya.

. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang
yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai
syarat gadai.

D. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Rahn

Para ulama figih berbeda pendapat dalam
menetapkan rukun rahn namun bila digabungkan
menurut jumhur ulama rukun rahn ada lima yaitu rahin
(orang yang menggadaikan), murtahin(orang Yyang
menerima gadai), marhun(objek atau barang gadai),
marhun bih (utang) dan shighat (ijab-gabul).*

b. Syarat-Syarat Rahn

1. Para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan
murtahin)

Para pihak yang melakukan akad rahn adalah
cakap bertindak menurut hukum (ahliyyah).
Kecakapan bertindak hukum menurut para ulama
adalah orang yang telah dewasa (baligh) dan berakal
(mumayyiz). Mereka mempunyai kelayakan untuk
melakukan transaksi  kepemilikan.  Sedangkan
menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang
berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup
berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak
kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn,
dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil

%0 Fathurrahman Djamil, Op. Cit., h. 234.
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yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari
walinya.
. Pernyataan kesepakatan

a.

Ulama Hanafiyah menyatakan dalam akad itu
bahwa kesepakatan rahn tidak boleh dikaitkan
dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa
yang akan datang, karena akad dalam rahn sama
dengan akad jual beli. Apabila kesepakatan itu
dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan
dengan masa yang akan datang, maka syaratnya
batal, akadnya sah.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah
mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat
yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat
tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu
bertentangan dengan tabiat atau karakter akad
rahn, maka syaratnya menjadi batal.

. Marhun bih (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika

rahn. Ulama Hanifiyah memberikan beberapa syarat,
yaitu:

a.

Marhun bih hendaklah barang yang diserahkan
Menurut ulama selain hanafiyah, marhun bih
hendaklah berupa hutang yang wajib diberikan
kepada orang yang menggadaikan barang, baik
berupa uang ataupun berbentuk benda.

Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan
Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn
menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud atau
tujuan dari disyariatkanya rahn.

Hak atas marhun bih harus jelas

Dengan demikian tidak boleh memberikan dua
marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi
rahn.
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Ulama Hanabilah dan syafi’iyah memberikan tiga
syarat bagi marhun bih:

1)

2)
3)

Berupa hutang vyang tetap dan dapat
dimanfaatkan

Utang harus lazim pada waktu akad

Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan
murtahin.*

4. Marhun (barang)

a.

Karakteristik barang jaminan utang adalah:
1. Bernilai harta dan dapat diperjual belikan
2. Jelas dan tertentu
3. Milik sah orang yang berutang
4. Tidak terkait dengan hak orang lain
5. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran
di beberapa tempat
6. Boleh diserahkan baik materi maupun
manfaatnya.
Jenis barang
Dengan melihat praktek Nabi saw dan
para sahabat, bahwa barang yang bisa dijadikan
jaminan utang rahndapat berupa kebun, baju
besi, hewan, ternak dan makanan atau minuman.
Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa
barang yang dapat dijadikan jaminan utang pada
prinsipnya adalah barang bergerak dan tidak
bergerak.
Penguasaan barang yang digadaikan
Para ulama sepakat bahwa rahn baru
dianggap sempurna apabila barang yang
diagunkan itu secara hukum sudah berada di
tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan
telah diterima oleh peminjam uang (rahin).*
Selain syarat-syarat di atas ulama figih
sepakat menyatakan bahwa rahn baru dianggap
sempurna apabila barang yang di gadaikan secara

%! Rachmat syafei, Op. Cit, h. 163.
%2 Fathurrahman Djamil.,Op. Cit, h. 234-238.
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hukum sudah berada ditangan pemberi uang, dan
uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam
uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda
tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka
tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan,
tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat
rumah itu yang dipegang oleh pemberiuang.*

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai
Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak rahin dan murtahin
mempunyai hak dankewajiban yang harus dipenuhi.®
Sedangkan hak dan kewajibanya adalah sebagai berikut:
a. Hak dan kewajiban murtahin
1. Hak pemegang gadai (murtahin)

a)

b)

c)

Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila
rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat
memenuhi  kewajibanya sebagai orang yang
berhutang. Sedangkan hasil penjualan
marhuntersebut diambil sebagian untuk melunasi
marhunbihdan sisanya dikembalikan kepada
rahin.

Pemegang gadai berhak mendapatkan
penggantian biaya yang telah digunakan untuk
menjaga marhun.

Selama marhunbih  belum dilunasi, maka
murtahin berhak untuk menahan marhun yang
diserahkan oleh pemberi gadai.

2. Kewajiban pemegang gadai

a)

b)

Pemegang gadai berkewajiban bertanggung
jawab atas hilangnya atau merosotnya harga
marhun, apabila hal itu atas kelalaianya.

Pemegang gadai tidak diperbolehkan
menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri
atau pemegang gadai berkewajiban untuk

% Nasroen Haroen, Op. Cit., h. 255.
% Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta,

2011), h. 20.
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memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan
pelelangan marhun.
b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadali
1. Hak pemberi gadai

a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan
kembalian marhun, setelah pemberi gadai
melunasi marhunbih.

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian
dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal
itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.

c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa
dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya
pelunasan marhunbih dan biaya lainya.

d. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun
apabila murtahin telah jelas menyalah gunakan
marhun.®

2. Kewajiban Pemberi Gadali

a. Pemberi gadai berkewajibann untuk melunasi
marhunbih yang telah diterimanya dari murtahin
dalam tenggang waktu yangg telah ditentukan,
termasuk biaya lain yang telah ditentukan
murtahin.

b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan
atas marhun miliknya, apabila dalam jangka
waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat
melunasi marhunbih kepada murtahin.*

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut
ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai,
termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya,
buahnya, bulunya. Menurut ketentuan hukium Islam
mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak
rahin, termasuk hasil barang gadaian tersebut sebab
perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang,
bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan

®1bid., h. 68.
)bid., h. 69.
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pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah
merupakan perbuatan (girad ialah harta yang diberikan
kepada seseorang dan dikembalikan setelah ia mampu) yang
melahirkan  kemanfaatan, dan setiap qirad yang
menghasilkan kemanfaatan dipandang riba.*’

Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil
manfaatnya. Baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali
apabila mendapat izin masing-masing pihak yang
bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhun hanya sebatas
menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil
hasilnya, selama marhun ada ditangan murtahin sebagai
jaminan marhunbih, rahin tidak berhak menggunakan
marhun, terkecuali apabila kedua rahin atau murtahin ada
kesepakatan.*®

Apabila barang gadaian berupa kendaraan yang dapat
dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil
susunya maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari
kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya
yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu
ada padanya.*®

Penjelasan empat mazhab mengenai pemanfaatan
marhun adalah sebagai berikut:

a. Pendapat ulama syafi’iyah

Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa rahin lah yang
mempunyai manfaat marhun, meskipun marhun itu ada di
bawah kekuasaan murtahin. Kekuasaan murtahin atas
marhun tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat
manfaat atas marhun.*

37 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian
Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 143.

®Andrian Sutedi., Op. Cit., h. 31.

% Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdulah, Fikih Muamalah (Bogor:
Galia Indonesia, 2011), h. 161.

“ Imam Syafi’i Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-
Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddindan Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2013), h. 53.
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b. Pendapat Ulama Malikiyah
Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari marhun dan
segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah
termasuk hak rahin. Hasil gadaian itu adalah bagi rahin,
selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila murtahin
mensyaratkan bahwa hasil marhun itu untuknya maka hal itu
dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Utang disebabkan karena jual beli bukan karena
mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual
barang dengan harga tangguh (tidak dengan kontan),
kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu
barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.

2. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun
adalah untuknya.

3. Jangka waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan
harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak
diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak
sah.

4. Mengenai hak murtahin hanya menahan marhun yang
berfungsi sebagai barang jaminan. sedangkan apabila
membolehkan murtahin mengambil manfaat dari marhun,
berarti membolehkan mengambil manfaat dari baramg yang
bukan miliknya, sedagkan hal itu dilarang oleh syara. Selain
itu apabila murtahin mengambil manfaat dari murtahin,
sedangkan marhun itu sebagai jaminan hutang, maka hal ini
juga tidak dibolehkan.**

c. Pendapat ulama Hanabillah

Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhun itu
sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan
pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau
ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau
ditunggangi.

Selanjutnya syarat bagi murtahin untuk mengambil
manfaat marhun yang bukan berupa hewan adalah sebagai
berikut:

* Abdurrahman Al-Jaziri, Khitabul Figih ‘Alal Mazhabib al-
Arba’ah, penerjemah Moh.Zuhri dkk (Semarang: Asy Syifa’, 1994), h. 69.



31

1. Ada izin dari penggadai (rahin)
2. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat
diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang
tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Apabila marhun berupa hewan maka boleh
menjadikanya sebagai khadam.

b) Apabila marhun berupa hewan, rumah, kebun, sawah
dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil
manfaatnya.*?

d. Pendapat ulama Hanafiyah
Ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara

pemanfaatan marhun yang mengakibatkan kurangnya harga
atau tidak maka apabila rahin memberi izin, maka murtahin
sah mengambil manfaat dari marhun oleh rahin.*”®

G. Waktu Berakhirnya Gadai
Rahn (gadai) dipandang habis atau berakhir dengan

beberapa keadaan sebagai berikut:*

1) Borg diserahkan kepada pemiliknya
Jumhur ulama selain syafi’iyah memandang habis rahn
jika murtahin menyerahkan borg kepada pemiliknya
(rahin) sebab borg merupakan jaminan hutang. Jika borg
diserahkan, tidak ada lagi jaminan. selain itu, dipandang
habis pula rahn jika murtahin meminjamkan borg kepada
rahin atau kepada orang lain.

2) Dipaksa menjual borg
Rahin habis jika hakim memaksa rahin menjual borg,
atau hakim menjualnya jika rahin menolak.

3) Rahin melunasi semua hutang.

4) Pembebasan hutang

“Ibid., h. 71.

“Ibid., h. 72.

“Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum
Keluarga dan Bisnis (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden
Intan Lampung, 2015), h. 242-244,



32

5)

6)

7)
8)

Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja menandakan
habisnya rahn meskipun hutang tersebut dipindahkan
kepada orang lain.
Pembebasan rahn dari pihak murtahin
Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn
meskipun tanpa sizin rahin. Sebaliknya, dopandang tidak
batal jika rahin membatalkanya.
Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk
mengatakan satu pembatalan borg kepada rahin. Hal ini
karena rahn tidak terjadi kecuali dengan memegang.
Begitu juga cara pembatalanya adalah dengan tidak
memegang.
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang
batal jika, murtahin membiarkan borg pada rahin sampai
dijual.
Rahin meninggal
Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahin
meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin.
Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum
mengembalikan borg kepada rahin.
Borg rusak
Tasharruf dan Borg
Rahn dipandang habis apabila borg ditasharrufkan,
seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain
atas seizin pemiliknya.

Dalam KUH perdata pasal 1152 hak gadai hapus,

apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima
gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan penerima gadai
ini atau dari padanya, maka hendaklah ia menuntutnya
kembali, sedangkan apabila barang gadai didapatnya
kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.*

*® R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit., h. 297-298.



BAB 111
LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum wilayah Desa Girikarto Kecamatan
Sekampung Kabupaten Lampung Timur
1. Sejarah Desa Girikarto

Pada masa penjajahan belanda, dalam upaya tetap
mencapai anggaran untuk menghadapi perang Dunia ke 1l
tepatnya ditahun 1941 diadakanlah program penduduk
keluar jawa seperti pulau Sumatra dan Kalimantan, yaitu
seperti ke daerah Lampung tengah sejumlah 500 KK di
wilayah pekalongan yaitu pada waktu itu di bedeng 31 dan
35, untuk selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian untuk
mengadakan pembukaan hutan,maka tepatnya pada hari
jum’at wage bulan maulud 1941 dibukalah hutan belantara
dengan diberi urutan bedeng 67.

Adapun para kolonialisasi yang datang dari daerah
jawa yaitu dari jawa tengah dan jawa timur. Antara lain dari
wonogiri, ponorogo, sragen, banyuwangi yang masing-
masing mendapat jatah tanah pekarangan seluas 30 x 60
meter. Selanjutnya dibentuklah suatu desa dengan susunan
pamong yang diberi nama Girikarto. Giri berarti Gunung
dan Karto berarti aman/ sejahtera.

Berturut-turut kepala desa Girikarto adalah sebagai berikut:

No | Nama Kepala Desa Tahun Pemerintahan
1 Joyo Wiryono 1941 — 1951

2 Surowiyono 1951 — 1967

3 Dalem Supri, Pamong Praja | 1968 — 1969

Sekampung

4 Dullah Ahmad 1969 — 1970

5 Suparno 1970 — 1979

6 Sarno 1980 — 1987

7 Sutrisno (PJS) 1988 — 1989

8 Sarno 1990 — 2000

9 Purwanto 2000 — 2007

10 | Sudiyanto 2007 — 2013

11 | Sugiyatmi. A,Ma. 2013 — Sekarang
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2. Keadaan geografis Desa
Desa Girikarto merupakan salah satu dari 17 Desa di
kecamatan Sekampung yang terletak 7 km dari wilayah ibu
kota kecamatan. Desa Girikarto memiliki luas wilayah 484

Ha.

a. Batas wilayah
Sebelah utara berbatasan dengan Desa Hargomulyo
Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Jadi Mulyo
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wonokarto

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negri

Katon

b. Kondisi geografis

C.

dan penghujan. Hal

Ketinggian tanah dari atasa

permukaan laut
Curah hujan
Keadaan topografi

Suhu udara rata-rata

Iklim

: 5000 M

: 2000mm/ tahun
: Rendah

: 35¢

Iklim Desa Girikarto sebagaimana iklim Desa-Desa
lain di wilayah indonesia yaitu memiliki iklim kemarau

tersebut

berpengaruh

langsung

terhadap pola tanam yang ada di Desa Girikarto.
3. Keadaan Demografis Desa Girikarto

a. Keadaan sosial
Jumlah penduduk Desa Girikarto sebanyak
886KK, vyaitu laki-laki 1592 jiwa dan perempuan
sebanyak 1522 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan laki-
laki dengan perempuan sebanyak 3114 jiwa. Adapun
tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

PAUD 23
TK 41
SD 237
SLTP 144
SLTA 58
AKADEMI /|22
SARJANA




b. Keadaan Ekonomi
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1. Karena Desa Girikarto merupakan pertanian
maka sebagian besar penduduknya bermata
pencarian dengan bercocok tanam atau

petani.
2. Pola penggunaan tanah

Penggunaan tanah di Desa Girikarto sebagian

besar diperuntukan sebagai lahan pertanian.

3. Pemilik ternak

Jumlah pemilik ternak di Desa Girikarto

adalah sebagai berikut:

Sapi 436
Kambing 481
Ayam 3150
Bebek 300
Entok 200
Angsa 10
Anjing 33
Kerbau 10

4. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana Desa Girikarto

secara garis besar adalah sebagai berikut:

Balai Desa

1

PAUD

TK

SD

SLTP

Masjid

Mushola

Gereja

Lapangan bola

Makam

Puskes pembantu

RPININEFPINDNEFEINDN -
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Kondisi pemerintahan Desa Girikarto

1. Pembagian wilayah Desa
Desa Girikarto dikepalai 1 orang kepala Desa, 1
orang sekretaris, 4 orang kaur, 2 orang kasi, 4
kepaladusun, 17 ketua RT.

. Struktur Pemerintahan Desa Girikarto

Struktur pemerintahan Desa Girikarto berdasarkan
perda No. 35 tahun 2000 adalah sebagai berikut:



KEPALA DESA
SUGIYATMI, A.Ma

SEKRETARIS
DESA
[ I I |
KAUR UMUM KAUR KAUR KAUR
Hardiyanto PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN KEUANGAN
' |
KASI KESRA KAUR PERENCANAAN
Katmanto PROGRAM
Wakimin
[ I | |
KEPALA KEPALA KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
DUSUN | DUSUN Il1 I \V/
| I
[ ] [ ]
RT 01 RT 03 RT 04 RT 08 RT 09 RT 13 RT 14
RT 02 RT 05 RT 06 RT 10S. RT 11 RT 15 RT 16
[ . [ [ [ [
RT 07 Sulah RT 12 RT 17
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B.

Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu pada
Masyarakat Desa Girikarto Kec. Sekampung Kab.
Lampung Timur

Masyarakat Desa Girikarto merupakan masyarakat
yang bermata pencarian utama dibidang pertanian, baik
persawahan, ladang dan lain sebagainya. Terjadianya gadai
Tanpa batas waktu sebagian besar dilaksanakan oleh para
petani yang mengalami kebutuhan mendadak yang
memerlukan uang cukup banyak seperti biaya pendidikan
anak, biaya berobat, biaya untuk bekerja ke luar negridan
lain sebagainya. sehingga mereka melakukan akad gadai
karena masyarakat bisa mendapatkan uang yang mereka
perlukan dengan cepat.

Masyarakat lebih memilih meminjam uang dengan
cara menggadaikan sawahnya dibandingkan dengan
mengajukan pinjaman ke bank atau rentenir, hal ini
dilakukan karena akad gadai yang dilakukan dalam
masyarakat tidak membutuhkan persyaratan yang rumit,
cukup kedua belah pihak saling menyetujui maka akad gadai
bisa langsung terjadi.

Dalam praktek gadai yang terjadi di Desa Girikarto
dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi
kebiasaan masyarakat di Daerah tersebut. Dalam akad ini
mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang Yyang
membutuhkan uang datang kepada orang yang dianggap
mampu. Setelah keduanya sepakat maka pihak murtahin
menyerahkan sejumlah uang kepada rahin. Biasanya kedua
belah pihak melakukan akad atau perjanjian gadai secara
lisan yang hanya dihadiri oleh kerabat ataupun tetangga dari
kedua belah pihak. Dari awal proses akad ini hingga akhir
pelunasanya mereka hanya melakukanya sendiri dan jika
terdapat masalah maka diselesaikan sendiri oleh kedua belah
pihak secara kekeluargaan.*

Akad gadai yang masyarakat lakukan tidak seperti
lazimnya akad gadai pada lainya yang memiliki batasan

! Wawancara dengan Ibu Sularti, pada tanggal 10 Januari 2017, PkI.

15.30 WIB.
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waktu tertentu. Karena hal ini memberikan kesempatan yang
seluas luasnya bagi rahin agar dapat memiliki sawahnya
kembali, selain itu juga merupakan kesempatan bagi
murtahin untuk memanfaatkan sawah tersebut dan
menikmati hasilnya sebagai imbalan atas pertolongannya
terhadap rahin. Akad gadai ini tidak menggunakan batasan
waktu atau jatuh tempo pembayaran hutang, pembayaran
hutang tersebut tergantung pada kemampuan rahin sehingga
banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun
karena rahin belum memiliki uang untuk menebus tanahnya
kembali.?

Akad gadai yang masyarakat Desa Girikarto ini
belakangan terjadi masalah, hal ini dikarenakan akad
tersebut tidak terdapat jatuh tempo sehingga uang yang pada
waktu akad semula bernilai besar, maka pada waktu
dikembalikan uang tersebut bernilai kecil. Misalnya pada
tahun 2013 uang dengan jumlah Rp.70.000.000 yang saat itu
uang tersebut bila digunakan cukup untuk membeli sawah
seluas ¥4 Ha namun pada tahun 2017 sekarang harga ¥ ha
sawah yaitu Rp.80.000.000° dapat kita ketahui bahwa nilai
uang akan semakin kecil seiring berjalanya waktu

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Girikarto juga
menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik
yang menguntungkan atau yang merugikan. Adapun dampak
yang menguntungkan bagi murtahin adalah mereka dapat
mengelola sawah dan hasil yang didapatkan dari mengolah
sawah tersebut bisa saja melebihi jumlah hutang yang
diberikan kepada rahin terlebih jika rahin tidak menebus
sawahnya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan
dampak yang merugikan bagi murtahin adalah ketika rahin
tidak membayar hutangnya tersebut terlebih jika rahin tidak
bisa membayar hutangnya dengan waktu yang cukup lama
maka semakin lama hutang tersebut tidak dibayar maka nilai

“Wawancara dengan Bapak Waturi, pada tanggal 10 Januari 2017,
Pkl. 16.00 WIB.

*Wawancara dengan Bapak Jaitun, tanggal 10 Januari 2017, PKI.
16.00 WIB.
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uang akan menjadi semakin kecil. Adapun dampak yang
menguntungkan bagi rahin adalah mereka dapat memenuhi
kebutuhanya dari hutang tersebut sedangkan dampak yang
merugikan adalah mereka tidak dapat mengelola dan
mengambil manfaat dari sawah yang mereka jadikan
jaminan hutang.*

Di bawah ini disajikan beberapa kasus gadai tanpa

batas waktu. Kasus gadai tanpa batas waktu ini diperoleh
dari desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur, yaitu:

Pemberi Penerima S;\:Jvzsh Jumlah uang
NO Gadai Gadai di yang di
(rahin) (Murtahin) yang d pinjam
gadaikan
1 Jaitun Dariyat Y4 Ha Rp.30.000.000
2 Waturi Purwanto Y4 Ha Rp.20.000.000
3 Jianto Martini YaHa Rp.50.000.000
4 Sularti Turiyem Y4 Ha Rp.50.000.000

1. Gadai tanpa batas waktu yang dilaksanakan oleh bapak

Jaitun dengan bapak Dariyat

Menurut bapak Jaitun ia sudah melaksanakan gadai
tanpa batas waktu dengant bapak dariat sejak tahun 2013.
Alasan bapak Jaitun melakukan akad gadai adalah karena
butuh modal untuk usaha pemotongan kayu miliknya
sebesar Rp. 30.000.000 yang pada saat itu bapak Jaitun
yakin bahwa usaha pemotongan kayu miliknya akan
lancar dan ia dapat dengan segera mengembalikan uang
pinjamanya tersebut da menebus sawah miliknya yang ia
jadikan jaminan.

ljab dari Rahn : Bapak Dariat saya akan meminjam
uang kepada anda sebesar Rp. 30.000.000 sebagai modal
usaha dengan jaminan sawah seluas ¥ ha tetapi saya
meminta agar pengembalian hutang ini tidak ditetapkan
batas waktunya.

*Wawancara dengan Ibu. Martini, tanggal 11 Januari 2017, Pkl. 17.

00 WIB.
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Qabul dari penerima gadai : ya, saya setuju tetapi
sawah yang anda jaminkan dapat saya olah dan saya
ambil manfaatnya sampai anda melunasi hutang.

Namun setelah berjalan beberapa tahun ternyata hasil
yang bapak Jaitun dapatkan dari usaha pemotongan kayu
tersebut belum cukup untuk membayar hutangnya, hal
ini dikarenakan tidak setiap hari ia mendapatkan
pekerjaan memotong kayu. Dan tidak setiap hari pula
warga bersedia menjual pohon miliknya atau sekedar
menggunakan jasa pemotonganya. Sttehingga hingga
saat ini sawah yang bapak Jaitun gunakan sebagai
jaminan hutang belum dapat ia lunasi.

Sementara itu Bapak Dariyat selaku murtahin dalam
akad gadai ini mengaku telah mendapatkan keuntungan
sebesar Rp. 50.000.000 selama menggarap sawah yang
dijadikan jaminan hutang oleh bapak jaitun sejak tahun
2013 hingga sekarang.

. Gadai yang dilaksanakan oleh bapak Waturi dan bapak
Purwanto

Menurut bapak Waturi (murtahin) ia telah melakukan
akad gadai dengan bapak Purwanto (rahin) sejak tahun
2015. Awal mula gadai ini dilakukan adalah bapak
Purwanto mendatangi bapak Waturi dengan niat
menawarkan sawahnya seluas ¥2 Ha untuk dapat digadai
sebesar Rp. 20.000.000. pada saat itu bapak Purwanto
tidak mengatakan alasan kenapa ia melakukan akad
gadai tersebut.

Akad gadai yang dilakukan oleh bapak Waturi dan
bapak Purwanto ini sama seperti akad gadai pada
masyarakat di Desa Girikarto pada umumnya yaitu tanpa
adanya batasan waktu dalam perjanjiann yang mereka
buat dan tidak ada bukti yang tertulis dari akad tersebut.

Hasil dari memanfaatkan sawah yang telah
didapatkan oleh Bapak Waturi adalah sebesar Rp.
25.000.000 dimana pemanfaatan sawah tersebut telah
dilakuka sejak tahun 2015.
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3. Gadai yang dilakukan oleh bapak Jianto dan ibu Martini

Bapak jianto selaku rahin memerlukan uang untuk
modal usaha borongan padi miliknya sebesar Rp.
50.000.000 dengan menggadaikan sawahnya seluas ¥ ha
kepada ibu Martini pada tahun 2014.

Bapak jianto sendiri yang mendatangi ibu Martini
untuk menawarkan apakah ibu Martini mau melakukan
akad gadai denganya dengan menyampaikan alasan
bahwa ia butuh uang untuk modal usahanya.

ljab dari Rahn : ibu Martini saya akan meminjam
uang kepada anda sebesar Rp. 50.000.000 sebagai modal
usaha dengan jaminan sawah seluas % ha dan akan saya
kembalikan setelah 2 tahun kemudian.

Qabul dari penerima gadai : ya, saya setuju tetapi
sawah yang anda jaminkan dapat saya olah dan saya
ambil manfaatnya hingga anda menebusnya.

Akad yang mereka lakukan ini terjadi pada tahun
2014, setelah berlangsung selama 2 tahun akad gadai ini
ternyata bapak jianto belum dapat membayar hutangnya
dan bapak jianto menemui ibu Martini kembali dengan
maksud agar ia dapat menebus sawah yang ia gadaikan
sampai ia mempunyai uang atau dengan kata lain gadai
yang semula dijanjiakan akan dilunasi selam 2 tahun
namun setelah gadai ini berjalan maka berubah menjadi
gadai tanpa batas waktu.

Ibu Martini mengaku bahwa hasil panen yang ia
dapatkan dari memanfaatkan barang jaminan adalah
sebesar Rp. 30.000.000 yang mana akad gadai dilakukan
pada tahun 2014 hingga saat ini.

. Akad gadai yang dilakukan oleh Ibu Sularti dengan Ibu

Turiyem

Menurut ibu Sularti ia melakukan akd gadai dengan
Ibu Turiyem pada tahun 2016 dengan menggadaikan
sawahnya seluas ¥ ha. Awal mula akad gadai yang
dilakukan ibu Sularti adalah dengan mendatangi pihak
murtahin yaitu Ibu Turiyem untuk menawarkan apakah
Ibu Turiyem bersedia melakukan akad gadai denganya.
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ljab dari Rahn : Ibu Turiyem saya akan meminjam
uang kepada anda sebesar Rp. 50.000.000 dan saya
membutuhkan uang tersebut untuk biaya
memberangkatkan anak saya bekerja ke luar negri
dengan jaminan sawah seluas ¥ ha

Qabul dari penerima gadai : ya, saya setuju dan
bersedia melakukan akad gadai dengan anda. Akan tetapi
sawah yang anda jaminkan dapat saya garap sampai anda
dapat menebusnya.

Setelah Ibu Turiyem sepakat kemudian Ibu Turiyem
menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada ibu
Sularti dengan perjanjian bahwa sawah sebagai jaminan
dapat digarap oleh Ibu Turiyem.

Akad gadai ini dimulai pada tahun 2016 yang mana
pada akad ini telah didapatkan hasil dari pemanfaatan
sawah yang dijadikan jaminan sebesar Rp.15.000.000.

Akad gadai yang dilakukan oleh Ibu Turiyem dan

Ibu Sularti ini tidak menyebutkan batasan waktu dan

dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis.

Akad ini dilakukan karena ibu Sularti membutuhkan

uang untuk dapat memberangkatkan anaknya yang akan

bekerja ke luar negeri.

Selain akad gadai yangmasih berlangsung tersebut, juga
terdapat akad gadai tanpa batas waktu yang pernah dilakukan
oleh Bapak.Wasisno dan Bapak.Rajin yang mana gadai tersebut
berlangsung pada tahun 2007-2016 yang saat itu bapak.Wasis
selaku rahin meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 dengan
jaminan sawah seluas ¥4 Ha. Setelah gadai tersebut berlangsung
selama 7 tahun Bapak.Rajin selaku murtahin meninggal dunia
namun gadai tersebut masih berlangsungg dengan alasan bahwa
gadai tersebut tidak ada batasan waktunya sehingga pihak
murtahin dalam gadai tersebut diturunkan oleh ahli waris dari
Bapak. Rajin.”

® Wawancara dengan Bapak.Wasis pada 14 April 2017, Pkl. 17.00
WIB.
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Akad gadai di atas selain tidak terdapat bukti perjanjian
secara tertulis, tidak ada batas waktu perjanjian juga terdapat
adanya pemanfaatan penuh barang gadai oleh murtahin. Segala
yang dihasilkan dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut
semuanya menjadi hak murtahin sedangkan rahin tidak
memiliki hak apa-apa meskipun sedikit.

Pemanfaatan barang gadai yang menjadi kebiasaan
masyarakat desa Girikarto sejak lama mungkin saja bisa
berlangsung sejalan dengan tatanan hukum Islam apabila
prakteknya seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan dalam
Bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam:®

“Barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya
diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan
mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan
penggadai atas kesepakatan bersama. Ada satu hal amat
penting yang perlu di ingat bahwa hasilnya tidak boleh
menjadi hak sepenuhnya penggadai seperti yang berlaku
dalam masyarakatdan praktek semacam inilah yang
diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan dengan
ajaran Islam.”

Sekiranya hal yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan
dipraktekan dalam kehidupan masyarakat maka akad gadai yang
ada di masyarakat menjadi lebih baik sehingga akad tersebut
benar-benar bisa berjalan sesuai dengan tatanan hukum Islam.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden,
ternyata mereka belum memahami proses gadai yang diatur
dalam ketentuan hukum Islam. Tata cara yang dilakukan
masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan
masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui
kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis
bahwa telah terjadi suatu akad gadai, akad yang dilakukan oleh
masyarakat juga tidak ada batasan waktu, pemanfaatan barang
gadai yang dilakukan oleh pihak murtahin dan masyarakat
melakukan sebuah akad gadai didasarkan pada rasa saling
percayaan diantara kedua belah pihak.

®M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 258.
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Ketidak pahaman mereka mengenai persoalan hukum
Islam salah satunya karena minimnya pendidikan mereka serta
belum berkembangnya masalah keagamaan dengan baik di
masyarakat setempat.






BAB IV
ANALISIS DATA

A. Praktek Gadai Tanpa Batas Waktu di Desa Girikarto
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang
mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti
jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang piutang, syirkah dan
hukum perjanjian.

Realisasi pelaksananan gadai di Desa Girikarto
sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya
bahwa masyarakat Desa Girikarto kebanyakan masyarakat
Desa bermata pencarian sebagai petani padi. Untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai
macam usaha salah satunya yaitu dengan gadai apabila
mereka menghadapi kebutuhan yang menDesak. Karena
sebagian dari mereka bermata pencarian sebagai petani
maka mereka harus menunggu selama 3-4 bulan untuk
mendapatkan hasil dari padi yang mereka tanam.

Sebagian besar petani mengatakan mereka lebih
memilih  meminjam uang dengan cara gadai apabila
menghadapi kebutuhan yang mendesak dari pada mereka
harus meminjam uang ke retenir atau ke bank. Karena
dengan meminjam uang secara gadai mereka bisa
mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dan uang
tersebut dapat mereka kemban setelah mereka mampu untuk
melunasinya walaupun akad tersebut dapat merugikanya.

Praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa
Girikarto ini diawali dengan perjanjian kedua belah pihak
yaitu pihak rahin (orang yang menggadaikan) datang
kepada murtahin (penerima gadai) untuk menawarkan
kepada pihak murtahin apakah pihak murtahin bersedia
melakukan akad gadai denganya dengan jaminan beberapa
bidang sawah. Setelah keduanya sepakat maka akad
tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara
otomatis hak pengelolaan sawah jatuh sepenuhnya pada
murtahin, rahin sudah tidak lagi mempunyai hak untuk
mengelola dan mengambil manfaat dari sawah tersebut
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sampai hutangnya dilunasi karena akad gadai yang mereka
lakukan ini tidak terdapat batasan waktu.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Girikarto masih banyak yang belum sesuai dengan
ketentuan hukum Islam. Masyarakat Desa Girikarto
melakukan akad gadai bukan semata mata untuk tolong
menolong tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan atas
sawah yang mereka manfaatkan. Padahal gadai bukanlah
suatu akad untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya namun gadai adalah suatu akad yang bertujuan
untuk saling tolong menolong. Hal tersebut dapat terlihat
pada masyarakat Desa Girikarto yang memanfaatkan barang
jaminan gadai berupa lahan pertanian produktif.

Walaupun akad gadai tanpa batas waktu yang
terdapat di Desa Girikarto tidak tertulis namun akad
tersebut sudah memenuhi rukun gadai yaitu adanya
rahindan murtahin, marhun (barang yang digadaikan),
marhun bih (hutang) dan sighat. Pihak yang melakukan
akad tersebut juga sudah memenuhi syarat rahn yaitu orang
yang berakad sudah dewasa dan berakal. Barang yang
digadaikan dapat dinilai dengan uangdan dapat diperjual
belikan karena yang biasa masyarakat gunakan untuk
barang jaminan adalah lahan pertanian dan lahan yang
mereka gunakan sebagai jaminan gadai tersebut merupakan
lahan milik sendiri (orang yang berhutang) dan tidak terkait
dengan hak orang lain.

Akad gadai yang dilakukan masyarakat juga telah
memenuhi rukun akad yaitu adanya ijab dan gabul serta
telah memenuhi syarat ijab gabul itu sendiri seperti ljab dan
gabul yang dilakukan masyarakat jelas maksudnya sehingga
dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad tersebut,
antara ijab dan gabul harus sesuai, antara ijab dan gabul
dilakukan dengan bersambung dan kedua belah pihak telah
berada di tempat yang sama saat ijab gabul tersebut
berlangsung.

Masyarakat Desa Girikarto melakukan gadai dengan
tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian gadai
dilakuakan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis
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bahwa telah terjadi suatu akad gadai diantara kedua belah
pihak, gadai ini juga tidak adanya batasan waktu yang jelas,
dan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas
Waktu di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong
menolong antar manusia yang satu dengan yang lainya
salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar
muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat
manusia, dalam memenuhi kebutuhanya, manusia harus
sesuai dengan ketentuan hukum Islamyang disebut dengan
figih  muamalah yang semuanya merupakan hasil
penggalian dari Al-Qur’an dan hadist.

Salah satu bentuk bermuamlah yang sering
dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto adalah gadai
(rahn). Gadai menurut istilah syara’ adalah menjadikan
suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai
tangungan hutang, dengan adanya benda yang menjadikan
tangungan itu maka seluruh atau sebagian hutang dapat
diterima.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan
syariat Islam. Karena gadai memiliki dasar hukum yang
mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus
dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya gadai tersebut.

Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang
berhubungan dengan mu’amalah, dalam Islam tidak ada
larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi
aturan Islam. Begitu juga dengan gadai, dalam Islam gadai
diperbolehkan sebagai suatu bentuk tolong menolong
sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum
Islam dan bukanlah suatu akad yang bertujuan untuk
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa
gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto tidak
sesuai dengan Islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka
lakukan hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, tidak



terdapat batasan waktu, dan pemanfaatan atas barang

jaminan.

1. Tidak Adanya Bukti Tertulis
Gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Girikarto
pada umumnya tidak terdapat bukti yang tertulis bahwa
telah terjadi suatu akad gadai, sedangkan dalam Al-
Qur’an surat Al-Bagarah ayat 282:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah  seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. (Al-Bagarah 282)

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah,
menafsirkan ayat 282 ini, yaitu ayat ini dimulai dengan
seruan Allah Swt, “Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya”. Perintah
ayat ini ditunjukan kepada orang-orang yang beriman.
Tetapi yangg dimaksud adalah mereka yang melakukan
transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang
berutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan
menuliskan transaksi itu. Karena menulisnya adalah
perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walau yang
memberi piutang tidak memintanya.

Akad gadai yang terdapat pada masyarakat Desa
Girikarto ini memang tidak tertulis secara formal namun
masing-masing pihak memiliki catatan kapan akad tersebut
terjadi, berapa jumlah uang yang dihutangkan dan berapa
luas sawah yang dijadikan jaminan gadai. Meskipun
masing-masing pihak memiliki catatan pribadi atas akad
gadai yang mereka lakukan namun catatan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan
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bukti apabila terjadi penghianatan atau sengketa oleh salah
satu pihak. Akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling
percaya antara kedua belah pihak.
2. Tidak Terdapat Batasan Waktu
Mengenai batasan waktu Rasulullah menganjurkan
adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah
akad. Hal tersebut didasarkan pada Hadist yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.
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Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: ‘Nabi Saw
datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa)
melakukan salaf (pembelian) pada buah-buahan selama
setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “barang
siapa melakukan salaf (pembelian) pada buah kurma
maka lakukan hal tersebut dalam takaran yang jelas
dan timbangan yang jelas juga dalam waktu yang jelas
pula.” (H.R. Muslim)

Pada ayat di atas bahwasanya Allah menganjurkan
kita agar memberikan kelapangan waktu pada orang yang
belum mampu membayar hutangnya dan bagi orang yang
menangguhkan itu pinjamanya dinilai sebagai gard hasan,
yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan
dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula
Allah  memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda
ganjaran itu.

Pada mulanya gadai tanpa batas waktu yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto memang tidak
terdapat masalah dan berjalan baik-baik saja dan sudah
menjadi kebiasaan antar warga untuk saling tolong
menolong pada orang yang membutuhkan. Akan tetapi
gadai yang tidak memiliki batas waktu akhir-akhir ini
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena lamanya
rahin dalam menebus barang jaminannya tersebut.
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Gadai dengan tidak adanya batasan waktu juga akan
memberikan kerugian pada pihak murtahin karena pada saat
rahin mengembalikan pinjaman maka nilai uang yang
dulunya besar, setelah dikembalikan nilai uang tersebut
menjadi kecil. Selain itu hal ini dapat merugikan pihak
rahin karena selain ia kehilangan mata pencarian utamanya
rahin selaku pemilik sah dari sawah tersebut tidak
mempunyai hak untuk mengelola atau mengambil manfaat
atas sawah tersebut karena sawah yang dijadikan barang
jaminan hutang sepenuhnya dikuasai oleh pihak murtahin
termasuk manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sawah
tersebut.

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Praktek gadai tanpa adanya batas waktu dengan

pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh murtahin
memang sudah lama berlangsung di Desa Girikarto
bahkan hal ini seolah-olah telah menjadi tradisi, karena
rata-rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan
oleh masyarakat.

Pendapat beberapa ulama mengenai pemanfaatan

barang gadai adalah sebagai berikut:

a. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa rahin lah yang
mempunyai manfaat marhun, meskipun marhun itu
ada di bawah kekuasaan murtahin.

b. Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari marhun dan
segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah
termasuk hak rahin. Hasil gadaian itu adalah bagi
rahin, selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila
murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhun itu
untuknya maka hal itu dapat saja dengan beberapa
syarat, yaitu:

1. Utang disebabkan karena jual beli bukan karena

mengutangkan.

2. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat

dari marhun adalah untuknya.

3. Jangka waktu pengambilan manfaat yang telah

disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak
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ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya,
maka menjadi batal atau tidak sah.
c. Ulama Hanabillah
Menurut ulama Hanabillah syarat bagi murtahin
untuk mengambil manfaat marhun yang bukan
berupa hewan adalah sebagai berikut:

1. Ada izin dari penggadai (rahin)

2. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Menurut pendapat-pendapat ulama di atas dapat
diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai tidak dapat
dilakukan karena 1) ulama syafi’iyah berpendapat bahwa
manfaat atas marhun adalah hak rahin. 2) menurut ulama
Hanabillah pemanfaatan barang gadai bisa dilakukan
asalkan mendapat izin rahin dan adanya gadai bukan sebab
menghutangkan sedangkan dalam prakteknya dimasyarakat
Desa Girikarto melakukan akad gadai karena rahin
berhutang sejumlah uang kepada murtahin. 3) menurut
ulama Malikiyah salah satu sarat bagi murtahin untuk
memanfaatkan barang jaminan adalah dengan ditentukan
jangka waktu pengambilan manfaat, jika tidak ditentukan
masa pemanfaatan barang gadai, maka menjadi tidak sah
atau batal. Sedangkan gadai yang biasanya dilakukan oleh
masyarakat Desa Girikarto adalah gadai tanpa adanya batas
waktu sehingga dapat dipastikan apabila terdapat
pengambilan manfaat oleh murtahin sudah pasti tanpa
adanya batas waktu.

Pengambilan manfaat atas barang gadai yang tidak
ditentukan batasan waktu termasuk pada akad yang tidak
sah meskipun telah mendapatkan izin dari rahin karena
terdapat  beberapa syarat bagi murtahin  untuk
memanfaatkan barang jaminan dan izin dari rahin adalah
salah satu dari beberapa syarat tersebut. Selain itu
pengambilan manfaat barang gadai yang tidak terdapat
batasan waktu juga dapat merugikan rahin karena hasil
yang didapat murtahin bisa saja melampaui jumlah hutang
yang dipinjam oleh rahin, sedangkan setiap hutang yang
menarik manfaat termasuk dalam riba.
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Akan tetapi kebiasaan masyarakat mengambil
manfaat terhadap barang gadai yang sangat lama karna tidak
terdapat batasan waktu ini bisa saja terjadi sesuai dengan
ajaran Islam apabila rahin dan murtahin melakukanya
seperti ditawarkan oleh M. Ali Hasan yaitu barang jaminan
seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak
mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat
dibagi antara pemilik dan penggadai atas kesepakatan
bersama. Ada satu hal amat penting yang perlu di ingat
bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya
penggadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan
praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan
sejalan dengan dengan ajaran Islam.

Selain hal tersebut di atas, gadai tanpa batas waktu
yang dilakukan oleh masyarakat juga masih bisa
berlangsung meskipun ada salah satu pihak yang berakad
meninggal, selama rahin belum bisa menebus sawah maka
gadai masih berlanjut dan ditirunkan kepada ahli warisnya.
Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam karena
menurut ulama Malikiyah gadai dipandang habis atau
berakhir jika salah satu pihak telah meninggal.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan
syariat Islam. Karena gadai memiliki dasar hukum yang
mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus
dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya gadai tersebut
serta terdapat rukun dan syarat akad yang sesuai dengan
ajaran Islam.

Telah dijelaskan sebelumnya pada landasan teori
bahwa akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab
dan gabul berdasarkan ketentuan syara’. Jadi walaupun akad
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto didasarkan
pada suatu keridhaan akan tetapi menjadi tidak sah apabila
akad yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
syara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai
tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Girikarto termasuk
gadai yang tidak sah menurut hukum Islam karena akad
gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat
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menimbulkan berbagai kerugian diantara kedua belah pihak.
Akad yang dilakukan masyarakat juga tidak sesuai dengan
ajaran Islam, akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat
juga mengandung unsur untung-untungan yaitu timbulnya
suatu keuntungan dan kerugian yang bisa saja didapatkan
oleh pihak rahin dan murtahin.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat
yang tidak memahami hukum Islam dengan baik, salah satu
alasanya karena minimnya pendidikan khusus hukum Islam
sehingga masyarakat melakukan akad gadai menurut
kebiasaan yang ada di masyarakat.






BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis

hukum Islam tentang praktek gadai tanpa batas waktu di

Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung

Timur maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai tanpa batas waktu pada masyarakat Desa
Girikarto didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam
uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antar pihak
rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjianya
dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik
(tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara
keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola
dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin.
Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan
waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat
menebus sawahnya kapan saja

2. Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di Desa Girikarto
adalah gadai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Dikatakan tidak sesuai dengan hukum islam karena gadai
tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Desa
Girikarto tidak adanya bukti yang tertulis bahawa telah
terjadi suatu akad gadai dan gadai ini juga
mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan serta
terdapat pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai
dengan ketentuan Islam.

B. Saran-saran
Setelah melakukan penelitian dan pengamatan
mengenai gadai tanpa batas waktu di Desa Girikarto, maka
diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Petani sebaiknya meninggalkan praktek gadai tanpa
batas waktu yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan
masyarakat Desa Girikarto, agar tidak menimbulkan
berbagai macam kerugian dikemudian hari.
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2. Pihak rahin dan murtahin dalam melakukan akad gadai
untuk kedepanya sebaiknya dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan Hukum Islam. sebaiknya akad gadai yang
dilakukan benar-benar bertujuan untuk saling tolong
menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya.
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Girikarto,
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9.

Daftar Pertanyaa Wawancara Gadai Tanpa Batas Waktu

Sejak kapan bapak/ibu menjadi petani padi?

Berapa lama masa padi dapat dipanen?

Apakah bapak/ibu sering melakukan transaksi gadai?

Bagaimana bentuk perjanjian yang biasa bapak/ibu lakukan?

Pernahkah timbul masalah dalam gadai yang bapak/ibu lakukan?

Berapa pinjaman yang sering bapak/ibu berikan?

Apa tujuan bapak/ibu melakukan gadai tersebut?

Apakah perjanjian gadai yang bapak/ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Apakah bapak/ibu mengetahui konsep hukum islam?

10. Apakah gadai yang bapak/ibu lakukan terdapat batasan waktu?

11. Bagaimana jika petani (rahin) tidak dapat menebus jaminan sampai waktu yang lama?

12. Akad gadai ini apakah bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Bapak/lbu?
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No | Tanggal | Permasalahan Saran Pembimbing I1 Tanda Tangan
PA | PA I
1. | 04-05- 2016 | Pengajuan - Konsultasi Judul
judul
2. | 06-05- 2016 | Proposal - Acc judul
Skripsi - Bimbingan Proposal
3. | 20-06-2016 | Latar Belakang - Seminar Proposal

Proposal

- Latar Belakang harus

Menukik

- Penulisan  sampel  harus

disebukan berapa jumlah

sampel yang akan diteliti
- Penulisan arab

diperbaiki.

harus




07- 11-2016

Bimbingan
Bab 1

Perbaiki penulisan footnote
Refernsi di tambah

11-11-2016

Bimbingan
Bab 1

Latar Belakang Langsung
keintinya saja.

Beri contoh akad gadai.

14-11-2016

Bimbingan
Bab 1

Acc bab 1 oleh pembimbing
Il untuk dikonsultasikan pada

pembimbing |

15-11-2016

Penulisan ayat

Font penulisan ayat harus
sesuai

Memberikan 2 spasi pada arti
ayat Al-Qur’an

16- 11-2016

Acc Bab 1

Acc Bab 1 oleh pembimbing
| dan dilanjutkan sampai Bab
\

01- 03-2017

Bimbingan

Skripsi

Perbaikan penulisan abstrak.
Materi pada landasan teori
yang tidak terlalu pentinng
dihapus saja
Buat tabel pihak yang
melakukan  akad  gadali,
jumlah  uang vyang di
hutangkan dan luas sawah
yang dijadikan  jamainan
hutang.
Harus

dilengkapi  Motto,

Persembahan,  Pengesahan,
Daftar Riwayat Hidup, Kata

Pengantar — Lampiran

10.

08- 03-2017

Bab Il- Bab VV

Acc Bab I[1-V  oleh
pembimbing I untuk




selanjutnya  dikonsultasikan
dengan pembimbing I.

11. | 09- 03-2017

Penulisan ayat

Dalam penulisan Hadist harus
disertakan Hadistnya jangan
hanya artinya saja

Apabila Arti kurang dari 4
baris maka menggunakan 1

spasi.

12. | 17- 03-2017

Penulisan sub

judul

Penulisan sub judul harus

dengan 1 spasi

13. | 20-03-2017

Bab I- Bab V

Acc oleh pembimbing I untuk

dimunagasahkan.

Pembimbing |

H. A. Kumedi Ja’far, S. Ag.. M. H.

NIP. 197208262003121002

Bandar Lampung,

Pembimbing |1

Khoiruddin, M.S.1.

2017

NIP. 197807252009121002



